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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka prinsip perlindungan terhadap anak diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.
 Perlindungan anak berdasarkan undang-undang tersebut pada prinsipnya dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia secara seutuhnya. Dan telah dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
 Oleh sebab itu anak perlu mendapatkan suatu kesempatan seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal,  baik   fisik,
mental maupun sosial dan berakhlak mulia, maka upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dalam memberikan jaminan terhadap hak-haknya dan adanya perlakuaan tanpa diskriminasi.
Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) serta Konvensi Hak Anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam ajaran Islam yang diserap kedalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penegasan hak anak dalam undang-undang ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Kovensi Hak Anak dan norma hukum Nasional.
Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak menciptakan norma hukum tentang apa yang menjadi hak-hak anak, yakni hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar. Secara lebih perinci hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). 
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua dan wali (Pasal 6). 
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat (1)). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (2)).
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). 
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat (1)). Dalam memperoleh hak pendidikan ini anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat (2)). Sedangkan anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (3)).
7. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
8. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
9. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
a.
diskriminasi;

b.
eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c.
penelantaran;

d.
kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e.
ketidakadilan; dan

f. 
perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat (1)).
11. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orang tuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan
bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.
12. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
a.
Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b.
Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c.
Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d.
Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
e.
Pelibatan dalam peperangan; dan 

f.
kejahatan seksual (Pasal 15).
13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
a.
Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
b.
Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan 

c.
Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1)).
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2)).
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). 
Pembahasan penelitian ini hanya akan mefokuskan pada hak-hak hadhanah anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Namun pemenuhan hak-hak anak akan tetap melekat kepada kedua orangtua walaupun pernikahannya sudah putus atau cerai. Persoalan hadhanah dan pemenuhannya merupakan masalah klasik yang kerapkali terjadi akibat perceraian orang tua, dan akibat masalah ini tidak sedikit anak yang menjadi korban, seperti penelantaran anak dikarenakan tidak terpenuhinya hak anak dan disharmonisasi kedua orangtua dalam mendidik dan memelihara anak, padahal sudah jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hadhanah pada Pasal 105 dan Pasal 106 menyatakan bahwa:

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak peliharaannya.
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:
(1) Orang tua berkewajiban merawat dan memgembangkan harta anaknya yang belum Mumayyiz atau dibawah pengampuan, dan tidak dperbolehkan memindahkan atau mengendalikan kecuali karena yang mendesak jika berkepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat lagi dihindarikan lagi.
(2) Orang tua wajib bertanggu jawab atas kerugian yang di timbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Pemaparan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang belum Mumayyiz hak hadhanah kepada ibu dan pembiayaan atau biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. Sudah sangat jelas sekali yang dipaparkan Kompilasi Hukum Islam ini tentang hak hadhanah bagi anak. Pernyataan dalam KHI ini juga dikuatkan dalam hukum positif di Indonesia dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Jadi sangat jelas apa yang dimandatkan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan disini adalah memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tua untuk memenuhinya.
Sinkronisasi antar kedua orang tua sangat dibutuhkan dalam mendidik dan merawat seorang anak agar tercipta sebuah keharmonisasian dalam keluarga dan terpenuhinya hak-hak anak yang seharusnya anak dapatkan. Akan tetapi jika tidak ada hubungan baik antara kedua orang tua dapat dipastikan hak yang seharusnya anak dapatkan sangat sulit untuk didapatkan. Tidak adanya i’tikad baik kedua orang tua terhadap anak, anak menjadi korban dalam perceraian. Undang-Undang Perlindungan anak Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 juga sudah jelas mengatur tentang hak anak memperoleh asuhan. 
Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. 
Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya setiap anak yang lahir dari hasil hubungan perkawinan, haruslah mendapat hak asuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya sendiri dan kaitanya dengan pemenuhan hak anak.
Pasal 14 berbunyi: 
1.
Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2.
Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
a.
Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
b.
Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
c.
Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya.
Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya setelah serjadi pemisahan antara orang tua dan anak, orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab akan hak anak. Seperti hak pengasuhan, pembiayaan nafkah, pendidikan dan perhatian kasih sayang, yang sangat berpengaruh akan pribadi anak untuk kelanjutan hidupnya. Kedua pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri adalah hak anak. Pemisahan akibat perceraian tidak menghilangkan hubugan anak dengan kedua orang tuanya termasuk dalam pemenuhan hak-hak hadhanah anak.
Orang tua (ayah) jika melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya, maka disebut dengan penelantaran, dan dapat dituntut secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam BAB XA Undang-Undang Perlindungan Anak tentang Larangan.

Pasal 76B yang berbunyi:

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
Pasal 77B berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda  paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14. Setiap anak yang lahir dari hasil hubungan perkawinan, haruslah mendapat hak asuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya sendiri dan kaitanya dengan pemenuhan hak anak. Pemisahan akibat perceraian tidak menghilangkan hubugan anak dengan kedua orang tuanya termasuk dalam pemenuhan hak-hak hadhanah anak. Setelah serjadi pemisahan antara orang tua dan anak, orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab akan hak anak, seperti hak pengasuhan, pembiayaan nafkah, pendidikan dan perhatian kasih sayang, yang sangat berpengaruh akan pribadi anak untuk kelanjutan hidupnya. Seorang ayah bisa mendapat sanksi berupa hukuman apabila melalaikan kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak hadhanah anak, hal ini merupakan bentuk penelantaran anak diatur Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76B dan 77B.
B. Penerapan Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian pada Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Tg.
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hadhanah merupakan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dari pengertia tersebut dapat dipahami bahwa masa atau batas umur hadhanah adalah bermula dari saat anak lahir, yaitu saat di mana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir saat anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya.
Pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, yang meliputi hal masalah pendidikan, ekonomi, kasih sayang kedua orang tuanya dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu yang terpenting antara suami dan istri yang terpenting dalam memelihara anak ialah kerja sama, saling mendukung dan saling tolong menolong antara suami dan istri sampai anak tersebut tumbuh menjadi dewasa. Pemenuhan hak-hak hadhanah anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua meskipun telah terjadi pemisahan antara orang tua dan anak.
Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setelah terjadi pemisahan antara orang tua dan anak, orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab dan hak-hak hadhanah anak, seperti pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan hidup serta perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Hak-hak tersebut sangat berpengaruh terhadap pribadi anak untuk kelanjutan hidupnya. 
Kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak tidak sama dengan kewajiban menjadi seorang wali dari anak-anak. Baik bekas suami maupun bekas istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Keduanya bersama-sama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Apabila bekas suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anaknya. Sedangkan terhadap perwalian anak, apakah wali itu jatuh pada suami atau istri tersebut di tetapkan oleh Hakim.

Ketika terjadinya perceraian, maka persoalan yang sering muncul adalah berkaitan dengan hak asuh terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Pengasuhan merupakan hak bagi setiap anak karena mereka sangat membutuhkan kepada orang yang menjaga, melindungi, serta memenuhi kebutuhan dan pendidikan mereka. Sementara itu, ibu dari anak-anak lebih berhak dari pada orang lain dalam mengasuh meraka.
 Pemisahan akibat perceraian tidak menghilangkan hubugan anak dengan kedua orang tuanya termasuk dalam pemenuhan hak-hak hadhanah anak. Orang tua (ayah) jika melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya dapat disebut dengan penelantaran dan dapat dituntut terkait dengan pemenuhan hak hadhanah anak. 

Hadhanah adalah pemeliharaan anak di bawah umur dan oleh orang tua atau lainnya termasuk penyelenggaraan pendidikan dan perlindungannya dari kemungkinan gangguan yang dapat menyakitinya. Seorang anak yang belum bisa hidup mandiri memiliki hak-hak hadhanah yang meliputi biaya pendidikan atau pun biaya dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataannya dari beberapa kasus perceraian, terdapat beberapa hak yang tidak didapat oleh anak pasca perceraian seperti yang terjadi pada pada perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Tg.
Pada perkara tersebut, semula Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 08 November 1992 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak. Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 13 April 2022 dan anak yang bernama Faizal Anjariesta, Risky Desita dan XXXX (masih di bawah umur) tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah yakni memberikan nafkah tidak sesuai dengan pengeluaran terhadap anak yang bernama XXXX yang belum bisa hidup mandiri. Tergugat hanya memberikan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, oleh karena itu yang memenuhi nafkah anak adalah Penggugat.
Tergugat bekerja sebagai seorang Pedagang dan memiliki sebuah Warung Makan Ketupat Sayur Padang yang terletak di alun-alun kota Tegal yang sudah berdiri sejak bulan Januari tahun 2007 dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga Tergugat mampu untuk memenuhi nafkah anak. Nafkah anak adalah kewajiban dan tanggungjawab ayahnya, oleh karena itu Tergugat selaku ayah dari anak yang bernama XXXX, harus dibebani untuk memenuhi nafkah anak tersebut untuk waktu yang akan datang sampai anak tersebut dewasa. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak yang bernama XXXX) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa terkait hak anak haruslah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin terpenuhinya hak-ahak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat. Namun yang terjadi perihal hak-hak anak pasca perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Tegal semua hak asuh anak hasil perkawinan yang sah ikut ibunya dan hampir semua hak nafkah anak yang menanggung adalah ibu. Terlepas dari itu seharusnya ayah yang menanggung hak nafkah anak yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama. Penentuan hak asuh anak yang demikian tersebut berpengaruh terhadap kehidupan anak pasca perceraian yaitu kasih sayang antara kedua orang tuanya dan dalam hal pembiayaan hidup bagi anak meliputi pendidikan dan biaya dalam kehidupan sehari-hari.
 Dari pengertian hadhanah tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batas umur hadhanah adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu saat di mana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa hadhanah tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa hadhanah adalah sudah habis atau selesai. Dengan demikian masa hadhanah yang belum mumayyiz menjadi kewajiban bagi ibu selagi belum menikah lagi. Apabila anak sudah mumayyiz, maka diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya (ayah/Ibu), siapa baginya yang merasa dapat memelihara, memberi keamanan dan mengayomi baginya (anak).34
Pada pembahasan sebelumnya sudah sangat jelas sekali dipaparkan Kompilasi Hukum Islam ini tentang hak hadhanah bagi anak yang diatur pada Pasal 105 dan Pasal 106, dimana anak yang belum mumayyiz hak hadhanah kepada ibu dan pembiayaan atau biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. Hal ini juga dikuatkan dalam hukum positif Indonesia pada Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Jadi sangat jelas apa yang dimandatkan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan bahwa memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tua untuk memenuhinya. Begitu juga Undang Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 mengatur tentang hak anak memperoleh asuhan, dimana dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri adalah hak anak, pemisahan akibat perceraian tidak menghilangkan hubugan anak dengan kedua orang tuanya termasuk dalam pemenuhan hak-hak hadhanah anak.

Atas gugatan Penggugat pada perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Tg, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya bahwa Tergugat membenarkan sebagian gugatan Penggugat namun Tergugat membantah sebagian seperti hanya memberikan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja kepada anak-anaknya, namun juga memberikan uang saku setiap harinya kepada anak yang bernama XXXX sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk uang saku sekolah dan telah membayar uang PDAM dan listrik rumah yang telah ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat keberatan memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, namun Tergugat hanya bersedia memberikan nafkah anak beserta nafkah keperluan dapur anak-anaknya sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya dengan perincian untuk uang dapur sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah dan uang saku sekolah untuk XXXX sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga apabila dikalikan 30 hari totalnya sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
Majelis hakim dalam perkara tersebut mempertimbangkan setidaknya ada 4 (empat) peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak. 

Menurut keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa anak yang bernama XXXX selama ini hidup bersama Penggugat, dirawat dengan baik oleh Penggugat dan bersekolah dengan Penggugat sehingga hal itu memerlukan biaya hidup yang itu harus ditanggung utama oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya yang tentunya sesuai dengan kemampuan dan Penghasilan dari Tergugat. Tergugat memang benar adalah pedagang ketupat sayur di alun-alun Kota Tegal, namun tidak benar Penghasilan Tergugat sebesar rata-rata setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Penghasilan Tergugat hanya sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kotor setiap harinya.35
Keterangan saksi pertama Penggugat di persidangan menyatakan bahwa Penghasilan Tergugat setiap harinya minimal Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun keterangan itu didapat dari cerita Penggugat sehingga keterangan testimoni tersebut bukanlah kesaksian yang sempurna dan hanya merupakan bukti permulaan sehingga patut diduga penghasilan Tergugat setiap harinya sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pengugat dalam persidangan tersebut menyatakan tidak mengetahui besaran Penghasilan Penggugat setiap harinya sehingga dengan demikian tidak diketahui besaran Penghasilan Tergugat setiap harinya. Jadi keterangan 1 (satu) saksi yang bersifat testemunium di auditu tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa kesaksian saksi mengenai besaran Penghasilan Tergugat selama ini setiap harinya tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga tidak dapat diketahui yang pasti berapa penghasilan Tergugat setiap harinya.36
Tergugat dalam jawabannya telah sanggup untuk memberikan nafkah anak yang bernama XXXX setia harinya sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian untuk uang dapur sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah dan uang saku sekolah XXXX sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga apabila dikalikan 30 hari totalnya sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut terkait dengan penerapan pemenuhan hak-hak hadhanah anak mempertimbangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (in casu Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim di Pengadilan bahwa “Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (AlMuhadzdzab II: 177).
Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut mengenai nafkah Hadhonah 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX yang sekarang hidup dan dirawat oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan cukup memadai dan mampu jika Tergugat dihukum untuk membayar melalui Penggugat nafkah Hadhanah 1 (satu) orang anak berupa uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan atau berusia 21 tahun setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan sebagai antisipasi kenaikan biaya hidup Majelis Hakim menetapkan kenaikan minimal 10 % setiap tahunnya.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian pada perkara nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Tg di dasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,  pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak peliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari studi pustaka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan landasan teori serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Pengaturan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14. Setiap anak yang lahir dari hasil hubungan perkawinan, haruslah mendapat hak asuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya sendiri dan kaitanya dengan pemenuhan hak anak. Pemisahan akibat perceraian tidak menghilangkan hubugan anak dengan kedua orang tuanya termasuk dalam pemenuhan hak-hak hadhanah anak. Seorang ayah bisa mendapat sanksi berupa hukuman apabila melalaikan kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak hadhanah anak, hal ini merupakan bentuk penelantaran anak diatur Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76B dan 77B.
2. Penerapan pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian pada perkara nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Tg di dasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,  pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak peliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah dan DPR dalam membuat Undang-Undang Perkawinan tentang hak-hak hadhanah anak setelah perceraian agar lebih jelas dan spesifik hak-hak anak, karena pada kenyataannya di masyarakat sampai saat ini apa yang diatur dalam undang-undang perkawinan masih banyak tidak dilaksanakan yang menyebabkan anak menjadi korban hak-haknya akibat perceraian orang tua
2. Pemerintah hendaknya membuat peraturan bagi masyarakat yang bercerai atau menerbitkan aturan baru terkait pelaksanaan hadhanah anak jika terjadi perceraian seperti yang telah diputuskan oleh pengadilan, mempertegas serta memberikan bimbingan pemenuhan hak hadhanah anak kepada masyarakat yang akan bercerai.
3. Bagi masyarakat, hendaknya memikirkan secara matang sebelum perceraian agar anak tidak menjadi korban terlalaikannya pemenuhan hak-hak hadhanah anak, bukan hanya saja pemenuhan pada materi saja akan tetapi juga pemenuhan dalam hak asuh anak secara langsung seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. 
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